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Abstract:The aim of this research is to explain criminal actsnthat often occur in 
society, namely criminal acts of abouse, whichare resolved n court and outside of 
court. Settlement using restorative justice must be based on the wishes of both 
parties, the formulation of the problem in this research is how to resolve criminal 
acts of serious ill-treatment using restorative justice at the jambi police and what 
obstacles are faced in implementing restorative justice for criminal acts of serious ill-
treatment at the Jambi Police. Empirical juridical research methods conclude the 
implementation of restorative justice starting from the Reporting, Investigation 
stage, Investigation, Conducting examinations of witnesses, Victims and perpetrators 
Making peace statements between victims and perpetrators. The Jambi Police 
carried out restorative justice efforts for criminal acts of serious ill-treatment 
referring to the police discretion regulated in Law Number 2 of 2022 concerning the 
Republic of Indonesia State Police. Crimes of serious ill-treatment which were 
resolved using restorative justice by Jambi Police investigators did not experience any 
obstacles in resolving them because they The investigator gave a full decision to the 
party concerned in accordance with justice, but the Jambi Police investigator gave a 
leeway in the settlement because he saw the physical and material losses 
experienced by the victim and the impacts that would arise later. 

Keywords: Restorative Justice, Crime, Serious Persecution. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 
Abstrak:Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tindak pidana yang sering terjadi di 
tengah masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan, penyelesaiannya di 
pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian dengan menggunakan keadilan 
restoratif harus berdasarkan keinginan dari kedua belah pihak. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat 
secara  restorative justice di Polresta Jambi dan kendala apa yang dihadapi dalam 
penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Polresta 
Jambi. Metode penelitian yuridis empiris kesimpulan pelaksanaan keadilan restoratif 
mulai dari Pelaporan, tahap Penyelidikan, Penyidikan, Mengadakan pemeriksaan 
saksi, Korban dan pelaku Membuat surat pernyataan perdamaian korban dan pelaku. 
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pihak Polresta Jambi melakukan upaya keadilan restoratif terhadap tindak pidana 
penganiayaan berat mengacu pada diskresi kepolisian diatur dalam Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian negara republik Indonesia tindak pidana 
penganiayaan berat yang diselesaikan secara keadilan restoratif oleh penyidik 
polresta jambi tidak mengalami kendala dalam penyelesaiannya karena pihak 
penyidik memberikan keputusan penuh kepada pihak yang bersangkutan sesuai 
dengan keadilan, tetapi pihak penyidik polresta  jambi memberikan kelonggaran 
penyelesaian karena melihat dari kerugian fisik dan materi yang dialami pihak korban 
serta dampak-dampak yang akan timbul nantinya. 
 
 
Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak pidana, Penganiayaan berat. 

 

 
1. Pendahuluan  

Meningkatnya tingkat kriminal ditengah masyarakat banyak 
menimbulkan tindakan kejahatan, salah satu hal yang sering dialami 
di tengah masyarakat yaitu penganiayaan, Tindakan tersebut bukan 
hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan masyarakat. 
Terdapat 6 (enam) macam penganiaayan yaitu mulai dari 
penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, 
penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, dan 
penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas 
atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan. 
Penganiayaan tergolong sebagaimana penganiayaan berat 
berdasarkan Pasal 354 KUHP. 

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam 
karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana 
penjara palinga lama delapan tahun. 

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 

Dari ketentuan Pasal 354 KUHP dapat diketahui bahwa jelas 
sanksi untuk tindak pidana penganiayaan berat adalah paling lama 
delapan tahun dan apabila menyebabkan kematian seseorang maka 
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diancam pidana sepuluh tahun. Pada tahun 2023 bulan februari, 
Polresta Jambi telah menangani ktindak pidana penganiayaan, 
dimana penganiayaan tersebut merupakan penganiayaan berat. 
Contoh kasus nya: 

Saat terdakwa bertemu dengan korban erna puspita sari di 
depan rumah kos eryandi saputra saat itu pelaku maria ulfa 
mengatakan kepada erna puspita sari bahwa “perempuan tidak  laku” 
kemudian pelaku marah-marah lalu menarik rambut dari erna puspita 
sari dan terjadilah saling tarik menarik rambut masing-masing antara 
pelaku dan korban erna puspita sari kemudian pelaku mengambil 
gunting lalu menusukkan kebagian kepala dan juga  bagian tangan 
korban erna puspita sari yang mengakibatkan luka dan membuat 
korban harus dirawat di rumah sakit. 

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku 
kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang 
adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula. 
 Polresta Jambi sudah menerapkan keadilan restoratif dalam 

penyelesaiakn tindak pidana, Ada beberapa kasus yang tidak tercapai 
dalam menggunakan penyelesaian keadilan restoratif dalam 
penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat dapat dilihat dari 
tabel berikut : 
Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Perkara yang  Tercapai dan Tidak Tercapai 
Diselesaikan Secara Keadilan Restoratif Oleh Satreskrim Polresta 
Jambi 

No Tahun 

Jumlah Kasus 
Penganiayaan 

Berat 

Tercapainy
a keadilan 
restoratif 

Tidak tercapainya 
keadilan restoratif 

1 2020 7 3 4 

2 2021 3 2 1 

3 2022 5 2 3 

Sumber: Polresta Jambi 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus 

penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi dalam tiga tahun 
terakhir, pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) kasus penganiayaan 
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berat yang diselesaikan dengan keadilan restoratif terdapat 3 (tiga) 
kasus dan tidak tercapai penyelesaiannya menggunakan keadilan 
restoratif terdapat 4 (empat) kasus, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga)  
kasus yang dislesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) 
kasus dan tidak tercapainya keadilan restoratif dalam 
penyelesaiannya terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2022 
terdapat 5 (lima) kasus penganiayaan berat yang terjadi di Polresta 
Jambi yang diselesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) 
kasus dan tidak tercapai keadilan restoratif dalam penyelesaiannya 
terdapat 3 (tiga) kasuskeadilan restoratif sendiri berhasil dilakukan 
dikarenakan memiliki hubungan kekeluargaan, adanya hubungan 
pertemanan antara pelaku dan korban dan ada juga yang 
bertetangga. Pelaku menyadari apa yang telah diperbuat adalah 
perbuatan yang salah dan pelaku bersedia membayar pengobatan 
yang ditimbulkan atas perbuatannya. Diketahui bahwa pada tahun 
2020 terdapat 4 (empat) kaus yang tidak tercapai peyelesaiannya 
secara keadilan restoratif, pada tahun 2021 ada 1 (satu) kasus yang 
tidak tercapai penyelesaian secara keadilan restoratif, dan pada 
tahun 2022 terdapat kasus yang tidak tercapai dalam penyelesaian 
secara keadilan restoratif. Dikarenakan pihak korban sangat tidak 
suka atas apa yang dilakukan pelaku yang membuat korban harus 
masuk rumah sakit dan pihak korban ingin memberikan efek jera 
kepada pelaku penganiayaan berat agar tidak melakukan 
perbuatannya kembali. 

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sripsi ini adalah 
penelitian yuridis empiris, Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji 
penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat (studi kasus di 
wilayah hukum polres jambi). Pendekatan dengan metode 
perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan data 
menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. 
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3. Pembahasan 
3.1 Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Secara 

Restorative Justice Di Polresta Jambi 
Pelaksanan hukum pidana adalah Proses untuk 

penyelesaian konflik, penggunaan dari hukum pidana sendiri 
untuk menanggulangi kejahatan dan proses penyelesaian 
kejahatan yang telah dilakukan. Proses dalam penegakan 
hukum pidana diatur di dalam kitab undang-undang hukum 
acara pidana yaitu  tentang proses peradilan dalam 
menyelesaikan suatu perkara pidana, tujuannya untuk mencari 
kebenaran yang mendekati kebenaran materil. Menurut Try 
Sulistyo menjelaskan mengenai hukum acara pidana 
sebagaimana diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 1981 
(KUHAP) bahwa: 

Merupakan salah satu produk hukum yang harus 
ditegakkan sebagai konsekwensi sebagai sebuah negara 
hukum. Hukum ini adalah hukum yang mengatur prosedur 
dan tata cara penyelesaian perkara pidana. Proses 
penyelesaian perkara pidana secara garis besar dimulai 
dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap 
penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap 
pelaksanaan hukuman.1 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

hukum merupakan suatu konskwensi atas kejahatan yang telah 
dilakukan dan untuk menyelesaian suatu perkara harus melalui 
beberapa proses dan tahapan yang harus dilewati dalam 
penyelesaiannya. Menurut Adami Chazawi, menjelaskan 
macam-macam kejahatan terhadap tubuh yaitu: 

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan 
sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi 
sebagai penganiayaan (Mishandeling), dimuat dalam 
Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358 

 
1Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, Mediasi Penal Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Perkara Dalam Hukum PIdana, Cet. Ke-1, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 
2020, hlm. 70. 
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2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat 
dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan 
kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka2. 

Meningkatnya tingkat kriminal ditengah masyarakat 
banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satu hal yang 
sering dialami di tengah masyarakat yaitu penganiayaan, 
Tindakan tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi 
juga merugikan masyarakat. Terdapat 6 (enam) macam 
penganiaayan yaitu mulai dari penganiayaan biasa, 
penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan 
berencana, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan 
terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau 
dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan. 
Penganiayaan tergolong sebagaimana penganiayaan berat 
berdasarkan Pasal 354 KUHP yang berbunnyi: 

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, 
diancam karena melakukan penganiayaan berat 
dengan pidana penjara palinga lama delapan tahun. 

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun. 

Dari ketentuan Pasal 354 KUHP dapat diketahui bahwa 
jelas sanksi untuk tindak pidana penganiayaan berat adalah 
paling lama delapan tahun dan apabila menyebabkan kematian 
seseorang maka diancam pidana sepuluh tahun. Pada tahun 
2023 bulan februari, Polresta Jambi telah menangani ktindak 
pidana penganiayaan, dimana penganiayaan tersebut 
merupakan penganiayaan berat. Contoh kasus nya: 

 
2Tita nia, Haryadi, dan Andi Najemi, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Polres Sarolangun” PAMPAS: 
Journal Of Criminal Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 224 diakses dari 
https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993, pada tanggal 20 maret 2023, pukul 
22.21 WIB. 
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Saat terdakwa bertemu dengan korban erna puspita sari 
di depan rumah kos eryandi saputra saat itu pelaku maria ulfa 
mengatakan kepada erna puspita sari bahwa “perempuan 
tidak  laku” kemudian pelaku marah-marah lalu menarik 
rambut dari erna puspita sari dan terjadilah saling tarik menarik 
rambut masing-masing antara pelaku dan korban erna puspita 
sari kemudian pelaku mengambil gunting lalu menusukkan 
kebagian kepala dan juga  bagian tangan korban erna puspita 
sari yang mengakibatkan luka dan membuat korban harus 
dirawat di rumah sakit 

Konflik  terjadi di tengah masyarakat, membuat 
penyelesaian tindak pidananya ada di pengadilan dan di luar 
pengadilan, penyelesaian secara keadilan restoratif untuk 
membuatkeseimbangan antara perbuatan pelaku kepada 
korban. berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana  
Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (3) berbunyi: 

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga 
korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan 
pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat diketahui 
bahwa keadilan restoratif melibatkan kedua belah pihak yaitu 
dari pihak pelaku dan juga korban untuk membuat pemulihan 
kembali ke keadaan semula. Menurut Ketut Sumadena 
menjelaskan mengenai keadilan restoratif bahwa: 

Restoratif Justice merupakan suatu pendekatan yang 
berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai 
dengan memberdayakan para pihak yang memiliki 
kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. 
Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila 
pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela 



Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian  Tindak Pidana 

Penganiayaan Berat(Studi Kasus Di Wilayah Polresta Jambi) 

 

280 

 

 

   

bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam 
rangka mendapatkan ‘pemanfaatan’ dan korban3.  
Berdasarkan penjelesan di atas dapat diketahui bahwa 

restoratif justice untuk kepentingan kedua belah pihak, 
kesepakatan kedua belah pihak tercapai apabila pelaku 
menyadari kesalahan dan sukarela memberikan ganti rugi 
kepada korban atas perbuatannya. Penyelesaian secara 
keadilan restoratif lebih memberikan keadilan dan 
keseimbangan bagi pelaku dan juga korban, keadilan dibuat 
penegak hukum untuk mendamaikan korban dan juga pelaku, 
keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak 
pidana penganiayaan berat sering terjadi dan tidak harus 
dilaksanakan, karena dalam hal ini mengedepankan 
kepentingan korban dan harus ada kesepakatan antara pelaku 
dan korban serta untuk mendapatkan manfaat dan 
keuntungan.  

Polresta Jambi sudah menerapkan keadilan restoratif 
dalam penyelesaiakn tindak pidana, Ada beberapa kasus yang 
tidak tercapai dalam menggunakan penyelesaian keadilan 
restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan 
berat. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus 
penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi dalam tiga 
tahun terakhir, pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) kasus 
penganiayaan berat yang diselesaikan dengan keadilan 
restoratif terdapat 3 (tiga) kasus dan tidak tercapai 
penyelesaiannya menggunakan keadilan restoratif terdapat 4 
(empat) kasus, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga)  kasus yang 
dislesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) kasus 
dan tidak tercapainya keadilan restoratif dalam 
penyelesaiannya terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2022 

 
3Ketut Sumadena, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai 

Pancasila, Cet. Ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 25. 
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terdapat 5 (lima) kasus penganiayaan berat yang terjadi di 
Polresta Jambi yang diselesaikan secara keadilan restoratif 
terdapat 2 (dua) kasus dan tidak tercapai keadilan restoratif 
dalam penyelesaiannya terdapat 3 (tiga) kasuskeadilan 
restoratif sendiri berhasil dilakukan dikarenakan memiliki 
hubungan kekeluargaan, adanya hubungan pertemanan antara 
pelaku dan korban dan ada juga yang bertetangga. Pelaku 
menyadari apa yang telah diperbuat adalah perbuatan yang 
salah dan pelaku bersedia membayar pengobatan yang 
ditimbulkan atas perbuatannya. Diketahui 

Belrdasarkan wawancara yang tellah dilakulkan delngan 
Kompol Indar Wahyul Dwi Selptian sellakul Kasat Relskrim 
Polrelsta Jambi melnjellaskan bahwa pelnyellelsaian keladilan 
relstoratif yang disellelsaikan olelh pihak Polrelsta Jambi dalam 
tindak pidana pelnganiayaan belrat yaitul delngan cara 
melnghadirkan Adi (korban) dan Bulkhori (pellakul) selrta 
melmanggil kellularga dari keldula bellah pihak yaitul baik korban 
maulpuln pellakul yang mellakulkan ulpaya selcara kelkellulargaan, 
delngan pihak kelpolisian selbagai meldiator dalam jalannya 
ulpaya pelnyellelsaian selcara damai, pihak kelpolisian selbagai 
fasilitator ulntulk melndulkulng jalannya pelnyellelsaian keladilan 
relstoratif delngan mellakulkan pelngawasan dan pelnyellelsaian 
selhingga telrjadinya sulatul kelselpakatan damai. 

Hasil dari kelselpakatan antara pellakul dan korban ulntulk 
pelnyellelsaiannya selcara damai dan keldula bellah pihak 
melmbulat sulrat pelrnyataan pelrdamaian yang ditanda tangani 
olelh korban, pellakul, dan para saksi. Delngan sulrat pelrnyataan 
telrselbult pihak korban (pellapor) melngajulkan pelrmohonan 
pelncabultan laporan pelngadulan kasuls tindak pidana 
pelnganiayaan belrat, karelna suldah melnandatangani 
kelselpakatan yang ada didalam sulrat pelrnyataan pelrdamaian. 
Belrdasarkan dari sulrat pelrnyataan telrselbult tellah belnar 
disellelsaikan selcara keladilan relstoratif, selhingga pihak Polrelsta 
Jambi melnghelntikan penyelidikannya. 

permasalahan-permasalahan yang baru. Keadilan 
Restoratif memang belum ada secara langsung mengatur di 
dalam Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tetapi 
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dalam Pasal 7 ayat (1)  huruf j Kitab acara hukum pidana 
(KUHAP) secara tidak langsung memberikan kewenangan 
kepada penyidik untuk melakukan suatu tindakan yang 
menurut hukum harus bertanggung jawab, dan dipertegaskan 
kembali dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa kepolisian untuk 
kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang 
dalam melakukan suatu tindakan menurut penilaiannya dalam 
kode etik polri. Keadilan restoratif diatur di dalam Peraturan 
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang 
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 
peraturan ini berlaku baik untuk korban dan juga pelaku, 
apabila pihak pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan 
secara keadilan restoratif harus mengedepankan syarat-syarat 
untuk menyelesaikan suatu tindak pidana secara keadilan 
restoratif Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepolisian 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan 
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa 
“penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, dapat dilkukan penyelesaian tindak pidana ringan”. 
Berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang bisa diselesaikan 
secara keadilan restoratif tindak pidana ringan. Persyaratan 
dalam pennganan tindak pidana berdasarkan keadilan 
restoratif berdasarkan Pasal 3 menjelaskan. 

Pelnyidik melrulpakan sulatul peljabat yang melmiliki 
welwelnag khulsuls dalam hal mellakulkan pelnyidikan, pihak 
kelpolian haruls melmbelrikan kelamanan selrta keltelrtiban bagi 
masyarakat. Pelnyidik dalam melnangani sulatul tindak pidana 
pelnganiayaan belrat diharapkan dapat melmbelrikan kelpastian, 
keladilan dan kelmanfaatannya. Prosels pelnyellelsaian pelrkara 
tindak pidana di lular pelngadilan (Relstorativel Julsticel) hanya 
dilakulkan telrhadap tindak pidana ringan saja, teltapi pada kasuls 
telrselbult tindak pidana pelnganiayaan belrat pelnyellelsaiannya 
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delngan melnggulnakan  keladilan relstoratif belrdasarkan latar 
bellakang dan pelrmasalahan di atas. 

Tindak Pidana adalah sulatul pelrbulatan hulkulm yang 
melngakibatkan adanya sanksi pidana pelnjara. Wirjono 
Prodjodikoro dalam Bambang Poelnomo melngatakan bahwa 
“Tindak pidana adalah su latul pelrbulatan yang pellakulnya dapat 
dikelnakan hulkulman pidana dan si pellakul dapat dikatakan 
selbagai sulbjelk hulkulm tindak pidana”4. Melnulrult Lamintang 
dan Fransisculs Thelojulnior belliaul melnjellaskan bahwa: 

Tindak pidana dalam KUlHP pada ulmulmnya dapatt 
dijabarkan ulnsulr-ulnsulrnya melnjadi 2 (dula) macam, yaitul 
ulnsulr-ulnsulr sulbjelktif dan objelktif. Ulnsulr-ulnsulr sulbjelktif 
adalah ulnsulr-ulnsulr yang mellelkat pada diri si pellaku ataul yang 
belrhulbulngan pada diri si pellakul dan telrmasulk keldalamnya 
yaitul selgala selsulatul yang telrkandulng di dalam hatinya. 
Seldangkan yang dimaksuld ulnsulr objelktif itul adalah ulnsulr 
ulnsulr yang ada hulbulngannya delngan keladaan-keladaan mana 
tindakan dari si pelmbulat itul haruls dilakulkan.5  

Belrdasarkan pelnjellasan pelndapat ahli di atas dapat 
dikeltahuli bahwa dalam sulatul tindak pidana pada ulmulmnya 
melmiliki dula ulnsulr baik ulnsulr sulbjelktif yang melnelkankan pada 
pellakul seldangkan ulnsulr objelktif lelbih melnelkankan pada 
keladaan yang melmbulat pellakul mellakulkan pelrbulatannya. 
Keldula ulnsulr yang telrtelra diatas saling belrkaitan satul sama lain. 
Ulnsulr dari dalam diri si pellakul dan ulnsulr yang belrhulbulngan 
delngan keladaan maulpuln tindakan si pellakul. Melnulrult Rahmi 
Zilvia dan Haaryadi belliaul melnjellaskan bahwa: 

Tindakan Pidana ataul pelrbulatan yang dapat dihulkulm ataul 
dellik adalah pelrbulatan yang mellanggar ulndang-ulndang 
dan olelh karelna itul belrtelntangan delngan ulndang-ulndang 
yang dilakulkan delngan selngaja olelh orang yang dapat 
dipelrtanggulngjawabkan, ulntulk dapat melmbeldakan sulatul 
pelrbulatan tindak pidana ataul yang bulkan tindak pidana 

 
4Wirjono Prodjodikoro, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Cet Ke-1, 

Jakarta, 1983, hlm. 8 
5P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, 

Cetakan ke-3, Jakarta, 2014, hlm. 184. 
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ialah apakah pelrbulatan telrselbult dibelri sanski pidana ataul 
tidak dibelri sanksi pidana6. 
Dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah sulatul 

pelrbulatan delngan ulnsulr kelsalahan yang dilakulkan olelh 
selselorang yang mellanggar keltelntulan ulndang-ulndang pada 
sulatul waktul, telmpat keladaan yang pelrbulatan telrselbult 
dilakulkan delngan selngaja atas pellanggaran itul diancam sanksi 
pidana. 

karelna tellah ada sulrat pelrnyataan dan sulrat pelrmohonan 
pelncabultan laporan olelh pihak korban. Dalam prosels 
pellaksanaan relstorativel julsticel sangat belrgantulng kelpada 
pelngeltahulan pelnyidik Polrelsta Jambi dalam melnyellelsaikan 
kasuls telrselbult karelna pelnyidik selndiri melrulpakan meldiator 
dan julga saksi, pelnyellelsaian tindak pidana pelnganiayaan belrat 
delngan melnggulnakan keladilan relstoratif belrdasarkan 
kelmaulan dari keldula bellah pihak dan kellularga yang 
belrsangkultan. Dalam prosels pelnelrapan keladilan relstoratif 
pihak kelpolisian melnjadi meldiator ataul melnulnjulk pihak keltiga, 
jika pihak keltiga ditulnjulk maka pihak kelpolisian julga 
melmantaul jalannya prosels pelnyellelsaiiannya sampai sellelsai 
dan melncatat bahwa kasuls pelnganiayaan belrat telrselbult tellah 
disellelsaikan selcara relstoratif julsticel. Dari hasil wawancara 
dikeltahuli ada belbelrapa tahapan dalam pelnyellelsaian tindak 
pidana telrkhulsuls tindak pidana pelnganiayaan belrat yaitul 
1. Pellaporan 

Seltiap orang yang mellihat dan melnjadi korban dalam 
sulatul tindak pidana belrhak ulntulk melmbulat laporan kelpada 
pihak Polrelsta Jambi, belrdasarkan wawancara delngan Yoshi 
Velrnanda Piliang sellakul pelnyidik Polrelsta Jambi 
melnjellaskan bahwa: 

 
6Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana 

Penganiayaan”, PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020, 
hlm. 102. https;//online-journal.unja.ac.id/Pampas.  
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Pihak kelpolisian melnelrima laporan dari masyarakat 
bahwa tellah telrjadi sulatul tindak pidana dan pihak 
kelpolisian langsulng melnuljul keltelmpat keljadian ulntulk 
melmelriksa belnda-belnda yang ada dalam telmpat 
keljadian pelrkara (TKP) ulntulk melngulmpullkan belnda-
belnda yang ada di sana ulntulk melnelmulkan peltulnjulk 
yang akan dipelrgulnakan keltahap prosels 
sellanjultnya.7 
Belrdasarkan wawancara telrselbult dapat dikeltahuli 

bahwa masyarakat mellapor kelpada pihak kelpolisian bahwa 
tellah telrjadi tindak pidana selrta pihak kelpolisian langsulng 
melnuljul keltelmpat pelrkara telrjadi dan langsulng 
melngulmpullkan barang bulkti yang ada di telmpat keljadian. 

2. Tahap Pelnyellidikan 
Belrdasarkan arahan dari pelnyidik, pelnyellidiki mullai 

mellakulkan selrangkai pelnyellidikan di telmpat keljadian 
pelrkara. Seltellah belbelrapa alat bulkti yang di telmulkan di 
telmpat keljadian pelrkara (TKP) pihak pelnyidiklah yang akan 
melnelntulkan apakah suldah telrjadinya sulatul tindak pidana 
ataul tidak. Sellama prosels pelnyidikan ulntulk melmastikan 
bahwa laporan yang ditelrima olelh tim pelnyellidik telrima 
dan tellah ditandatangani pelrlul ulntulk dilanjultkan kel tahap 
pelnyidikan. Belrdasarkan wawancara delngan Yoshi 
Velrnanda Piliang belliaul melnjellaskan bahwa “Pada tahap 
prosels pelnyellidikan yang dilakulkan pihak Polrelsta Jambi 
suldah mellakulkan prosels pelnyellidikan dan telrbulkti bahwa 
suldah telrbulkti tellah telrjadinya tindak pidana”.8 
Belrdasarkan hasil wawancara telrselbult dapat dikeltahuli 
bahwa pihak kelpolisian mellakulkan pelnyellidikan di telmpat 
dimana pelrkara telrselbult teljadi ulntulk melmastikan bahwa 
tellah telrjadi sulatul tindak pidana belrdasarkan laporan dari 
korban hal telrselbult belrdasarkan dari arahan dari pihak 

 
7Wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang, Penyidik Poltrsta Jambi, Tanggal 21 

Februari 2024, Pukul 09:25 WIB. 
8Wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang, Penyidik Poltrsta Jambi, Tanggal 21 

Februari 2024, Pukul 09:25 WIB. 
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pelnyidik dan pihak pelnyidiklah yang melnelntulkan apakah 
pelrkara telrselbult bisa dilanjultkan kel tahap belrikultnya. 

3. Pelnyidikan 
Seltellah telrbulkti bahwa tellah telrjadinya sulatul tindak 

pidana pihak pelnyidik langsulng melncari dan 
melngulmpullkan barang bulkti ulntulk melnelmulkan siapa 
telrsangkanya, pada kasuls ini pihak kelpolisian suldah 
melnelmulkan telrsangka yang belrnama Bulkhori yang tellah 
mellakulkan tindak pidana pelnganiayaan telrselbult. 

4.  Melngadakan pelmelriksaan saksi, Korban dan pellakul 
Belrdasarkan Pasal 1 ayat 26 KUlHP melnjellaskan 

bahwa saksi dapat belrulpa melngalami, mellihat dan 
melndelngar bahwasanya tellah telrjadi sulatul tindak pidana. 
Seltellah dikeltahulinya dan diteltapkan saksi dari sulatul tindak 
pidana, maka sellanjultnya dilakulkan pelmanggilan telrhadap 
saksi ulntulk dimintai keltelrangan delnngan dibelrikannya 
sulrat pelmamnggilan yang  jellas dibulat olelh pihak 
kelpolisian, dalam kasuls ini Adi selbagai saksi dan julga korban 
dalam kasuls pelnganiayaan belrat karelna masyarakat yang 
belrada di selkitar TKP tidak belrseldia ulntulk melnjadi saksi 
dalam pelnyellidikan tindak pidana telrselbult. 

5. Melmbulat sulrat pelrnyataan pelrdamaian korban dan pellakul 
Pihak pelnyidik melngarahkan kelpada pihak korban, 

pellakul dan saksi-saksi ulntulk melmbulat sulrat pelrnyataan 
pelrdamaian yang dikeltahuli olelh selmula pihak yang 
belrsangkultan dan sellanjultnya ditandatangani diatas 
matelrai. Dari sulrat pelrnyataan pelrdamaian telrselbult dapat 
dijellaskan bahwa Bulkhori (telrsangka) pelnganiayaan belrat 
telrhadap Adi (korban) tellah selpakat ulnrulk melnyellelsaikan 
kasuls tindak pidana pelnganiaayaan belrat ini selcara  
keladilan relstoratif dikarelnakan pihak pellakul suldah 
belrtanggulng jawab delngan melmbiayai selmula pelngobatan 
yang tellah dilakulkan korban selbanyak Rp.35.000.000 (tiga 
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pullulh lima julta) yang mana akibat dari pelnganiaayan yang 
dialami korban melmbulat korban melngalami patah tullanng 
rulsulk dan lelcelt dibagian tangan dan kaki belrdasarkan hasil 
visulm dari RSUlD Radeln Matahelr. Belradasarkan hasil 
wawancara delngan Adi (korban) belliaul melnjellaskan bahwa: 

Seltellah telrjadinya pelnganiayaan telrselbult saya tidak 
bisa mellakulkan kelgiatan selhari-hari selbagaimamna 
melstinya, saya julga suldah melmaafkan pellakul atas 
pelrbulatan yang tellah dilakulkan telrhadap saya 
dikarelnakan pihak pellakul suldah belrtanggulng jawab 
delngan melmbiayai selmula pelngobatan yang tellah 
saya jalani baik pelngobatan meldis maulpuln 
pelngobatan tradisional dan saya tidak melmpelrulmit 
keladaan karelna pellakul masih kellularga.9 
Belrdasarkan wawancara diatas dapat dikeltahuli 

bahwa pihak pellakul suldah mellakulkan ulpaya tanggulng 
jawab atas pelrbulatan yang dilakulkannya dan melnyelsali 
pelrbulatannya, dimana pihak pellakul suldah mellakulkan 
ulpaya delngan melmbayar selmula pelngobatan korban selrta 
melmelnulhi kelbulthan korban sellama belrada di rulmah sakit. 
Kelmuldian diakulkan wawancara telrhadap Bulkhori (pellakul) 
pelnganiayaan belrat melnjellaskan bahwa “apa yang saya 
tellah lakulkan telrhadap korban tidak selmata karelna saya 
dalam keladaan elmosi”.10 Belrdasaarkan hasil dari 
wawancara telrselbult dikeltahuli bahwa pihak pellakul tidak 
sama selkali melrelncanakan pelnganiayaan telrselbult dan 
pelnganiayaan telrselbult telrjadi dikarelnakan amarah selrta 
elmosi dari pihak pellakul. Dari belbelrapa wawancara yang 
tellah dilakulkan dapat dikeltahuli bahwasanya pihak 
kelpolisian polrelsta jambi lelbih melngultamakan kelpada 
asas-asas hulkulm yang tidak hanya melngeldelpankan kelpada 
pelnelgakan hulkulmnya saja teltapi julga pelrlul adanya 

 
9Wawancara Dengan Adi (Korban) Pada Tanggal 22 Februari 2024, Pukul 09.45 

WIB 
10Wawancara Dengan Bukhori (Pelaku) Pada Tanggal 24 Februari 2024, Pukul 

09.40 WIB 
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kelpastian hulkulm, kelmanfaatan hulkulm dan keladilan 
hulkulm. 

Pellaksanaan keladilan relstoratif melski suldah ada 
pelrmintaan dari korban dan pellakul ulntulk melnyellelsaikan 
tindak pidanya melnggulnakan keladilan relstoratif teltapi 
pihak pelnyidik tidak belrani langsulng melnyellelsaiakan nya 
delngan keladilan relstoratif pihak pelnyidik haruls telrlelbih 
dahullul melmpelrolelh relkomelndasi dari Kapolrels Kota Jambi, 
pelnelrapan keladilan relstoratif ditelrapkan olelh pihak 
kelpolisian bulkan hanya kelpada tindak pidana ringan saja, 
teltapi julga tindak pidana biasa. Karelna dalam hal ini polisi 
belrtuljulan kelmaslahatan orang banyak dikarelnakantidak 
hanya melnelrapkan sanksi pidana teltapi melmbelrikan 
keladilan baik pada korban dan julga pellakul ulntulk dibelrikan 
jalan kellular yang telrbaik dalam pelrmasalahannya. 

Belrdasarkan belbelrapa keltelrangan telrselbult dapat 
dikeltahuli bahwa pihak Polrelsta Jambi mellakulkan ulpaya 
keladilan relstoratif telrhadap tindak pidana pelnganiayaan 
belrat melngacul pada diskrelsi kelpolisian diatulr dalam 
Ulndang-ulndang Nomor 2 Tahuln 2022 telntang kelpolisian 
nelgara relpulblik Indonelsia. 

3.2 Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Penerapan Restorative 
Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Polresta 
Jambi 
1. Kendala dalam Penyelesaian Penerapan Keadilan Restoratif 

Kelndala dalam pnyellelsaian keladilan relstoratif 
belrdasarkan wawancara delngan Indar Wahyul sellakul Kasat 
Relskrim Polrelsta Jambi melnjellaskan bahwa: 

 
 
1. Melmpelrtelmulkan pellakul dan korban 

Pihak kelpolisan dalam mellakulkan pelnelrapan 
keladilan relstoratif sangat belrgantulng kelpada 
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keldula bellah pihak ingin mellanjult pelrkaranya 
kelmbali ataul tidak, hak selpelnulhnya belrada di 
tangan korban pihak kelpolisian hanya melmfasilitasi 
pelrtelmulan antara pellakul dan korban apakah 
pelrkara nya teltap dilanjultkan ataul disellelsaikan 
delngan keladilan relstoratif, dalam melmpelrtelmulkan 
korban dan pellakul pihak kelpolisian kelsullitan ulntulk 
mellakulkan nya. 

2. Adanya pihak – pihak yang melmprofokasi korban. 
Pihak kelpolisan dalam melnelrapkan keladilan 
relstoratif dalam pelnyellelsaiannya melnelmulkan 
kelsullitan dimana ada belbelrapa pihak yang 
melmprofokasi pihak korban, selhingga pihak korban 
kelbingulngan dalam pelnyellelsaian tindak pidana 
pelnganiayaan belrat yang dialaminya disellelsaikan 
delngan keladilan relstoratif ataul lanjult. 

3. Melnimbullkan konflik sosial 
Pihak kelpolisian dalam melnyellelsaikan pelrkara 
tindak pidana delngan melngulnakan keladilan 
relstoratif haruls melmpelrhatikan kelpada 
masyarakat jika hal telrselbult melnimbullkan belrbagai 
konflik ditelngah masyarakat maka kasuls telrselbult 
tidak bisa disellelsaikan selcara keladilan relstoratif.11 

Beldasarkan hasil wawancara datas dapat dikeltahuli 
bahwa belbelrapa kelndala yang ditelmulkan pihak kelpolisian 
dalam melnyellelsaikan kasuls tindak pidana pelnganiayaan 
belrat baik dalam hal melmpelrtelmulkan keldula bellah pihak 
yang seldang belrpelrkara, pihak-pihak yang melmprofokasi 
selrta ditakultkan adanya konflik sosial ditelngah masyarakat 
bila kasuls telrselbult disellelsaikan selcara keladilan relstoratif. 
pihak kelpolisian dalam tindak pidana pelnganiayaan belrat dan 
suldah selcara jellas dan telrpelrinci dilaporkan dalam laporan 
polisi, maka dari itul pihak kelpolisian melminta pihak pelnyidik 
ulntulk mellakulkan pelnyellidiikan dan melmanggil pihak-pihak 
yang telrlibat baik korban maulpuln pellakul dalam tindak pidana 

 
11Wawancara dengan Indar Wahyu Kasat Reskrim Polresta Jambi, Tanggal 21 

Februari 2024, Pukul 10.30 WIB. 
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pelnganiayaan belrat telrselbult ulntulk dimintai keltelrangan. Jika 
telrbulkti bahwa tellah telrjadi tindak pidana pelnganiayaan 
belrat maka pihik pelnyidik mellaporkan kelpada pihak kelpala 
kelpolisian ulntulk dilakulkannya prosels pelnyellidikan. 
Belrdasarkan wawancara delngan Indar Wahyul sellakul Kasat 
Relskrim Polrelsta Jambi belliaul melnjellaskan bahwa: 

Pihak kelpolisian melnggulnakan keladilan relstoratif 
dalam pelnyellelsaian tindak pidana pelnganiayaan belrat hany 
seldikit melngalami kelndala dalam pelnyellelsaiannya karelna 
pihak kelpolisian dalam 

pelnyellelsaiannya melnggulnakan diskrelsi dalam 
pelnyellelsaiannya dan melnyelrahkan selmulanya kelpada 
pihak yang belrpelrkara tanpa adanya paksaan dari  
pihak manapuln.12 
Belrdasarkan hasil wawancara yang tellah dilakulkan 

telrhadap tindak pidana pelnganiayaan belrat yang 
disellelsaikan selcara keladilan relstoratif olelh pelnyidik polrelsta 
jambi hanya seldikit melngalami kelndala dalam 
pelnyellelsaiannya karelna pihak pelnyidik melmbelrikan 
kelpultulsan pelnulh kelpada para pihak yang belrsangkultan 
selsulai delngan keladilan yaitul pihak korban dan pellakul, teltapi 
pihak pelnyidik polrelsta  jambi melmbelrikan kellonggaran 
pelnyellelsaian karelna mellihat dari kelrulgian fisik dan matelri 
yang dialami pihak korban, tanggulng jawab dari pellakul selrta 
dampak-dampak yang akan timbull nantinya. 

2. Upaya Penanggulangan Kendala yang Dihadapi Untuk 
Menyelesaan Tindak Pidana Pengaiayaan Berat 

Belrdasarkan pelnjellasan melngelnai belbelrapa kelndala 
yang telrjadi dalam pelnyellelsaiannya, pihak Polrelsta Jambi 
suldah melmbelrikan ulpaya yang telrbaik dalam pelnyellelsaian 

 
12Wawancara dengan Indar Wahyu Kasat Reskrim Polresta Jambi, Tanggal 21 

Februari 2024, Pukul 10.30 WIB. 
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tindak pidana pelnganiayaan belrat. Hal ini dapat 
melmpelrlancar jalannya keladilan relstoratif teltapi dalam 
pelnganiayaan belrat ini pihak polrelsta jambi selpelnulhnya 
melmbelrikan kelpultulsan pelnulh kelpada pihak korban dan 
tidak ada ulnsulr pelmaksaan dari pihak kelpolisian. 
Belrdasarkan wawancara delngan Indar Wahyul sellakul Kasat 
Relskrim Polrelsta Jambi melngelnai belbelrapa ulpaya yang 
dilakulkan pihak polrelsta jambi dalam melnyellelsaikan 
pelrmasalahan yang ada saat pelnelrapan keladilan relstoratif 
yaitul: 

1. Pihak kelpolisian melngulpayakan melmbelrikan 
pelnjellasan melngelnai pelnyellelsaian tindak pidana 
delngan melnggulnakan keladilan relstoratif, 
melnelmuli korban selrta melmbelrikan kelpultulsan 
selpelnulhnya kelpada korban tanpa ada paksaan dan 
kelmuldian melmpelrtelmulkan pellakul dan korban. 

2. Pihak kelpolisian melmbelrikan belbelrapa pelnjellasan 
kelpada korban bahwasanya selpelnulhnya kelpultulsan 
pelnyellelsaian tndak pidana pelnganiayaan belrat ada 
pada diri korban dan ulntulk tidak melndelngarkan 
pelmbicaraan orang lain. 

3. Pihak kelpolisian melninjaul kelmbali apakah 
pelnyellelsaian telrhadap kasuls telrselbult dapat 
melnimbullkan konflik sosial. 

Belrdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikeltahuli 
bahwa belbelrapa ulpaya yang tellah dilakulkan selpelrti 
melmbelrikan pelnjellasan melngelnai prosels jalannya keladilan 
relstoratif belrdasarkan keladilan, kelmanfaatan, selrta 
kelpastian hulkulmnya, pihak kelpolisian dalam pelnyellelsaian 
delngan keladilan relstoratif melmbelrikan kelpultulsan pelnulh 
kelpada korban ulntulk melnyellelsaikan  pelrkara mellaluli 
keladilan relstoratif ataul tidak selrta phak kelpolisian melnninjaul 
kelmbal apakah kasuls telrselbult tidak melnjadi sorotan 
masyarakat yang akan melnimbullkan konflik sisal ditelngah 
masyarakat. Pihak kelpolisian dalam melnelrapan keladilan 
relstoratif melmbelrikan ulpaya yang optimal ulntulk keladilan 
bagi korban, pihak kelpolisian dalam mellakulkan pelnyellelsaian 
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delngan keladilan relstoratif julga melpelrhatikan kelrulgian yang 
ditimbullkan dan julga dampak yang timbull keldelpannya. Pihak 
korban julga ingin melnyellelsaikan tindak pidana pelnganiayaan 
belrat ini selcara keladilan relstoratif dikarelnakan pihak korban 
masih melmiliki hulbulngan kelkellulargaan dan kelrulgian yang 
dialami pihak korban suldah dipelrtanggulngjawabkan olelh 
pellakul. 

Dalam hulkulm pidana keljahatan telrhadap tulbulh 
diselbult “Pelnganiayaan”, melngelnai arti dan makna kata 
pelnganiayaan telrselbult banyak pelrbeldaan diantara para ahli 
hulkulm dalam melmahaminya. Pelnganiayaan dapat diartikan 
selbagai tindakan yang dilakulkan delngan selngaja ulntulk 
melnyelbabkan rasa sakit pada tulbulh orang lain. Adapuln salah 
satul jelnis pelnganiayaan yang diatulr olelh ulndang-ulndang 
yaitul pelnganiayaan belrat yang dirulmulskan dalam Pasal 354 
selbagai belrikult: 

1. Barangsiapa selngaja mellulkai belrat orang lain, 
diancam karelna mellakulkan pelnganiayaan belrat 
delngan pidana pelnjara paling lama dellapan tahuln. 

2. Jika pelrbulatan itul melngakibatkan kelmatian, yang 
belrsalah diancam delngan pidana pelnjara paling 
lama selpullulh tahuln. 

Melnulrult Hiro R.R. Tompodulng belliaul kelmbali 
melnjellaskan melngelnai ulnsulr-ulnsulr    
pelnganiayaan belrat selbagai belrikult: 

a. Kelsalahannya: kelselngajaan (opzelttellijk) 
b. Pelrbulatan: mellulkai belrat 
c. Objelknya: tulbulh orang lain 
d. Akibat: lulka belrat13. 
Apabila dihulbulngkan delngan ulnsulr kelselngajaan maka 

kelselngajaan ini haruls selkaliguls dituljulkan Pelrbulatan mellulkai 

 
13Hiro R.R. Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Mengakibatkan Kematian, Lex Crime, Vol. X, No. 4, 2021, hlm. 69. 
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belrat adalah  pelrbulatan yang belrsifat abstrak, artinya sulatul 
pelrbulatan yang tidak delngan telrang bagaimana belntulknya, 
delngan belgitul belntulknya pelrbulatan telrdiri dari banyak 
pelrbulatan konkrit yang dapat dikeltahuli seltellah pelrbulatan 
telrselbult telrwuljuld. Dalam hal ini sama delngan pelrbulatan 
telrselbult melnghilangkan nyawa yang biasa diselbult delngan 
pelmbulnulhan (338). Pelnganiayaan belrat ini ada 2 belntulk 
yakni: 

a. Pelnganiayaan belrat biasa ayat (1) 
b. Pelnganiayaan belrat yang melnimbullkan kemlatian 

(ayat 2)14. 
Pelrbulatan mellulkai belrat adalah  pelrbulatan yang 

belrsifat abstrak, artinya sulatul pelrbulatan yang tidak delngan 
telrang bagaimana belntulknya, delngan belgitul belntulknya 
pelrbulatan telrdiri dari banyak pelrbulatan konkrit yang dapat 
dikeltahuli seltellah pelrbulatan telrselbult telrwuljuld. Dalam hal ini 
sama delngan pelrbulatan telrselbult melnghilangkan nyawa yang 
biasa diselbult delngan pelmbulnulhan (338). Pelnganiayaan 
belrat ini ada 2 belntulk yakni: 

a. Pelnganiayaan belrat biasa ayat (1) 
b. Pelnganiayaan belrat yang melnimbullkan kelatian 

(ayat 2)15. 

 

 

delngan pisaul), maulpuln telrhadap akibatnya, yakni lulka 
belrat. Melnulrult Ismul Gulnandi dan Jonaeldi Elfelndi 
melnjellaskan bahwa: 

Akibat pelrbulatan mellulkai belrat yang bisa sampai 
keltahap kelmatian bulkanlah yang melnjadi tuljulan ataul 
dikelhelndaki, yang diinginkan hanya pada lulka belratnya saja. 
Olelh selbab itul kelmatian ini bulkanlah selbagai ulnsulr/syarat 
ulntulk telrjadinya pelnganiayaan belrat, akan teltapi belrulpa 

 
14Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum 

Pidana, Kencana, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2015, hlm. 35-36. 
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faktor melmpelrbelsar pidana pada pelnganiayaan belrat. 
Adapuln kellelmahan-kellelmahan dari telori absolult dan telori 
rellatif selbagai belrikult: 

1. Kellelmahan telori absolult adalah melnimbullkan 
keltidakadilan karelna dalam pelnjatulhan hulkulman 
pelrlul melmpelrtimbangkan bulkti-bulkti yang ada 
dan pelmbalas yang dimaksuld tidak haruls nelgara 
yang mellaksanakan. 

2. Kellelmahan telori rellatif yaitul dapat melnimbullkan 
keltidakadilan karelna pellakul tindak pidana ringan 
dapat dijatulhi hulkulman belrat; kelpulasan 
masyarakat diabaikan jika tuljulannya ulntulk 
melmpelrbaiki masyarakat; dan melncelgah 
keljahatan delngan melnakult-nakulti sullit 
dilaksankan16. 
 

Kellelmahan-kellelmahan keldula telori telrselbult sama-
sama melnimbullkan keltidakadilan dalam masyarakat karna 
tuljulan pelnjatulhan pidana bagi pellakul keljahatan tidak hanya 
selbagai ulpaya pelmbalasan dan melwuljuldkan keltelrtiban 
masyarakat. 

Delngan delmikian pada hakikatnya pidana 
melrulpakan pelrlindulngan telrhadap masyarakat dan 
pelmbalasan telrhadap pelrbulatan mellanggar hulkulm. Di 
samping itul Roelslan Salelh julga melngelmulkakan “Bahwa 
pidana melngandulng ha-hal lain yaitul bahwa pidana 
diharapkan selbagai selsulatul yang akan melmbawa kelrulkulnan 
dan pidana adaah sulatul prosels pelndidikan ulntulk melnjadikan 
orang dapat ditelrima kelmbali dalam masyarakat”.17 

 
16Ibid, hlm 11-12. 
17Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 

Cetakan ke-1, Bandung 1992, hlm. 22. 
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A. Kesimpulan 
Pelrtimbangan-pelrtimbangan yang dibelrikan olelh Polrelsta Jambi 

ulntulk mellakulkan keladilan relstoratif telrhadap pelnganiyaan belrat 

yaitul keladilan relstoratif dianggap paling mulrah dan tidak rulmit selrta 

tidak banyak melngahabiskan banyak waktul dalam pelnyellelsaiannya. 

Sellain itul khulsulsnya dalam tindak pidana pelnganiayaan ini 

dikarelnakan olelh karelna pihak korban dan telrsangka celndelrulng 

melmiliki hulbulngan kellularga, hulbulngan pelrtelmanan dan saling 

belrteltangga, dan julga pelrtimbangan Polrelsta Jambi mellakulkan 

keladilan relstoratif dikarelnakan anggaran pelnyidikan telrbatas yang 

tidak selbanding delngan tulnggakan pelrkara yang tinggi dan julga 

belban pelrkara (BP) yang dibayar olelh pelnyidik 

Dalam kasuls pelnganiayaan belrat yang dilakulkan selcara keladilan 

relstoratif olelh Polrelsta Jambi tidak melngalami kelndala dalam 

melnyellelsaikan tindak pidana selcara keladilan relstoratif karelna karelna 

pelnyidik melmbelrikan kelbelbasan kelpada para pihak yang belrpelkara 

delngan rasa keladilan yang melrelka rasakan, akan teltapi pelnyidik 

Polrelsta Jambi melmbelri kellonggaran pelnyellelsaian pelrkaranya 

delngan mellihat, melnilai delngan tingkat kelrulgian fisik maulpuln matelri 

yang dialami olelh korban tindak pidana pelnganiayaan belrat selrta 

dampak yang ditimbullkan. 
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